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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat 

ditarik simpulan bahwa: 

1. Inovasi pelayanan publik berbasis e-government di Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kota Gorontalo telah diimplementasikan dengan baik dengan 

mengacu pada prinsip inovasi yang ideal dimana Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kota Gorontalo menjalankan inovasi untuk mencapai keunggulan 

kompetitif dan komparatif dalam pelayanan publik, inovasi yang bisa diterima 

oleh semua pihak dan tingkat kerumitan yang rendah serta mudah dipahami dan 

diterapkan oleh semua kalangan. Namun kadangkala pelaksanaan inovasi masih 

memiliki berbagai kendala yakni komitmen aparatur dalam inovasi, kokoh dan 

canggihnya teknologi yang digunakan serta pemahaman dan kesadaran 

masyarakat yang minim. 

2. Dari 4 faktor yang krusial dalam menentukan inovasi  pelayanan publik berbasis 

e-government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo 

diketahui bahwa faktor  teknologi sangatlah memberikan kontribusi besar dalam 

menciptakan pelayanan yang berkualitas yang tentunya teknologi tersebut harus 

dioperasionalkan oleh pegawai yang memiliki kemampuan yang baik dalam 
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inovasi administrasi kependudukan. Sementara itu, faktor pendukung dalam 

keberhasilan inovasi yakni peran pimpinan dan kerja sama antar tim dalam satuan 

tugas untuk pelayanan publik yang berbasis e-government dalam pelayanan 

administrasi kependudukan kepada masyarakat Kota Gorontalo. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka 

saran penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Keberhasilan inovasi pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kota Gorontalo dapat lebih ditingkatkan dengan mengupayakan adanya 

koordinasi yang jelas hingga ke tingkat kelurahan sehingga prosedur pelayanan 

tidak berulang dilakukan oleh masyarakat untuk datang dan pulang dari Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, kemudian dengan 

mengupayakan adanya sarana dan prasarana pelayanan yang tidak hanya di 

instansi namun juga ke tingkat desa yang lansung dapat terintegrasi dengan sistem 

di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo. Dalam hal ini perlu 

adanya pengembangan sistem secara internal untuk Kota Gorontalo. 

2. Perlu dilakukan optimalisasi dalam peningkatan kinerja pelayanan aparatur 

dengan mengikutsertakan secara rutin pendidikan dan pelatihan. Serta penting 

bagi pimpinan untuk melakukan rapat rutin untuk mengetahui progres pelayanan, 

progres capaian kerja, masalah dan kendala serta pemberian solusi yang tepat 

sasaran bagi pegawai yang memiliki kendala tersebut. Dengan rutinnya berbagai 

hal tersebut tentu menjadi strategi integrasi dan intensif bagi organisasi non profit 
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dalam melaksanakan pelayanan publik yang berkualitas dan memberi dampak 

kepuasan bagi masyarakat. 
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